


10.

UndaneUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Patak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaunana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajok dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Flak Atas Tanah elan 8angunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nogq#i3822);

Undang-Undang Homer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 8ebas dan Korupsi, Kelusi dan
Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Homer 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KOttlpS4 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Noma( 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Fttpublik Indonesia Tahun 2003 Holrm
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang.Uniang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang.Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (ternbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Horner 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 7004 tentang Pemeriksaan Pengelotaan dan Tanggung Janata Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Homer 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



12.

LS},

14.

15
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17.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Ststem Perencanaan Pernbangunan NaSvanal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4421);

Undang-Undang Homer 32 Tahun 2004 tentang Pernerinlatian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dubah beberapa kali, terakhlr
dengan Undang-Undang Honor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Honor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Horror
4438);

Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tabun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Horror
4028);

Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tabun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138),

Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4139);

Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pinipinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana reran diubah beberapa kali terakbir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Alas Peraturan Pemenntah Homer 24 Tabun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Homer 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nona 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi PemerIntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tabun 2005 tentang Pimaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Noma 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonni 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22- Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang &stern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

pss

24.

25.

26.

Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4576);

Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 111bah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Noma 58 Tabun 7005 tentang Pengeloraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pernerintah Homer 65 Tahun 2005 tentang Pedornan Penytisunan dan Penerapan Standar Peiayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noma 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585)

Peraturan Pernenntah Nornor 79 Tabun 2005 lemtang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOf 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
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